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51 Kesimpulan

Implementasi substansi serta prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan
perundang-undangan sedikit banyaknya telah direalisasikan dalam bentuk
program-program layanan kesehatan, baik yang disiapkan oleh pemerintah melalui
Dinas Kesehatan maupun pusat layanan kesehatan dengan berbagai pertimbangan
pembentukan program melalui analisis dan strategi. Namun, masalah yang timbul
adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat khususnya dalam penerapan prinsip
non-diskriminasi kepada ODHA yang kerap kali menimbulkan stigma negatif
sehingga ODHA mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kurangnya edukasi kepada
masyarakat ini diakibatkan pengetahuan yang minim tentang HIV/AIDS, baik tata
cara penularannya dan profilisasi negatif. Selain itu, program BPJS Kesehatan
sebagai implementasi peraturan perundang-undangan sekaligus program berbasis
nasional dinilai belum mampu memberikan kemudahan dalam hal layanan
kesehatan bagi masyarakat. Prosedur yang dinilai kurang efektif hingga kurangnya
edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat membuat pelayanan kesehatan dengan
jalur BPJS Kesehatan dinilai menyusahkan dan memperlambat akses kesehatan
bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan khususnya dalam ruang lingkup pemenuhan hak kesehatan
dan pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan peran pemangku kepentingan seperti LSM, pusat layanan
kesehatan, hingga pemerintah dinilai sangat penting dan esensial. Kolaborasi peran
di wilayah kepentingannya masing-masing dapat memberikan dampak yang positif
bagi pemenuhan hak kesehatan khususnya bagi ODHA. Bentuk kolaborasi ini
memiliki tujuan yang sejalan hampir di semua bentuk kerjasama antar pihak ini.
Pertama, untuk menurunkan stigmatisasi dan diskriminasi yang diberikan kepada
ODHA terkait dengan penyakitnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai
yang ada. Penurunan stigmatisasi dan diskriminasi ini berdampak pada
kesejahteraan hidup ODHA dan mampu meningkatkan penerimaan diri terhadap

statusnya sebagai ODHA. Selain itu, dengan bertambahnya penerimaan diri seorang

61



ODHA terhadap statusnya yang positif HIV/AIDS membuat keadaan psikologis
dan sosiologisnya membaik khususnya dalam hal kepercayaan diri.

Selanjutnya, kolaborasi ini membentuk suatu peran yang saling terikat
dalam hal edukasi dalam hal penyejahteraan ODHA, mulai dari kesehatan hingga
kepastian perlindungan hukum terkait penerapan prinsip non-diskriminasi yang
terkhusus pada pemberian hak atas kesehatan dalam pelayanan kesehatan preventif
dan kuratif. Program yang telah dibentuk pemerintah melalui analisis serta strategi
yang baik juga memerlukan peranan pemerintahan dibawahnya, pusat layanan
kesehatan, hingga LSM dalam memaksimalkan bentuk pelayanannya.
Pembentukan berbagai peraturan yang dapat mengakomodasi penerapan prinsip-
prinsip non-diskriminasi hingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan preventif
dan kuratif dengan program-program yang dibentuk dengan maksud dan tujuan
yang baik juga sesuai harus dapat diakomodasi dengan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat umum untuk dapat meningkatkan peran pusat layanan
kesehatan sebagai eksekutornya. LSM juga berperan penting dalam menjangkau
dan merangkul ODHA untuk dapat merealisasikan program ini dengan maksimal,
khususnya bagi populasi kunci yang sulit dijangkau akibat berada dalam populasi
risiko rendah.

Termasuk dalam hal penyediaan logistik dan pendanaan, pemerintah
tentunya tidak akan memberikan dana yang selalu dirasa cukup untuk dapat
mengakomodasi setiap bentuk program layanan kesehatan. Sehingga, peran
masyarakat luas termasuk LSM dapat membantu realisasi program-program
tersebut melalui kegiatan diluar program pemerintah dengan maksud dan tujuan
yang sama. Perlunya audit dalam hal penyediaan obat-obatan dan peralatan medis
sekaligus kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan perlu diperbaiki untuk dapat
memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi kedepannya. Sehingga
kekurangan jumlah personil tenaga kesehatan bukan menjadi hambatan dalam
memberikan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.
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52  Saran

Dari kedua masalah pokok yang disebutkan sebelumnya, yaitu peningkatan
mutu layanan kesehatan dan edukasi masyarakat. Maka, penulis merumuskan
beberapa saran agar mendapatkan perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan
kesehatan bagi ODHA di Kota Bandung, antara lain:

1. Membentuk peraturan tertulis beserta peraturan pelaksananya yang
lebih spesifik, khususnya untuk mengatasi masalah diskriminasi yang
bersinggungan langsung dengan penyebab menurunnya tingkat
kesehatan mental. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa isu
kesehatan mental menjadi masalah mendasar dengan pertimbangan
bahwa stigma masyarakat terhadap ODHA masih cenderung negatif
sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap ODHA dalam
penerimaan layanan kesehatan. Dengan membentuk peraturan terkait
dan dapat direalisasikan melalui berbagai macam program-program,
pemerintah, pusat layanan kesehatan, dan LSM mendapatkan kepastian
akan pelaksanaannya dan menjadi jaminan kepastian hukum yang baik
untuk kebutuhan ODHA yang selama ini dinilai dalam kacamata yang
negatif di masyarakat umum.

2. Edukasi HIV/AIDS dalam jangkauan yang lebih luas, termasuk kepada
masyarakat umum vyang tidak hanya terfokus kepada masyarakat
populasi kunci untuk dapat menurunkan stigma dan pandangan
masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai untuk merumuskan suatu
pandangan yang keliru dalam menilai penyakit HIV/AIDS dan
profilisasi negatif kepada ODHA. Perbanyak dan gencarkan edukasi dan
sosialisasi terkait program-program yang berjalan untuk mendapatkan
atensi masyarakat luas agar realisasi program-program tersebut dapat
berjalan dengan baik dan efektif.

3. Perbaiki sistem pusat layanan kesehatan dengan memberikan suplai
logistik seperti pemenuhan standar kualitas dan kuantitas obat-obatan
dan tenaga kesehatan dalam pusat layanan kesehatan di semua tingkat

pusat layanan kesehatan dari yang paling rendah sekalipun.
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4. Memperbaiki dan meningkatkan prosedur layanan kesehatan berbasis
BPJS Kesehatan sebagai program pemerintah berskala nasional dan
dikenal masyarakat luas untuk dapat memudahkan dan menjangkau tiap
lini masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan one stop service
sehingga memudahkan pasien HIV/AIDS dalam mendapatkan layanan
kesehatan tanpa harus membuang waktu, biaya, dan tenaga berlebih

untuk menjangkau pusat layanan kesehatan di tingkat berikutnya.
Dengan demikian, implementasi peraturan perundang-undangan beserta peraturan
turunannya dapat semakin baik bersamaan dengan peningkatan kinerja dan kualitas
program-program yang telah ada sebelumnya ataupun program-program yang akan
dibuat kedepannya agar dapat mengakomodasi kebutuhan ODHA dengan
maksimal. Didukung dengan kolaborasi peran dari berbagai pihak mulai dari LSM,
pusat layanan kesehatan, pemerintah, hingga lingkungan masyarakat luas dapat
membawa perubahan positif akan pandangan negatif kepada ODHA yang ada di

masyarakat luas.
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